
jdih.salatiga.go.id 

- 1 - 
 

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

WALI KOTA SALATIGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA 

NOMOR 2 TAHUN 2022 

 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 100 TAHUN 2021 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA SALATIGA, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan pagu definitif bantuan keuangan dan 

dana bagi hasil cukai hasil tembakau Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 diterima setelah 

ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga, perlu 

dilakukan penyesuaian alokasi anggaran; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar 

pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, lancar, 

berdaya guna dan berhasil guna serta bertanggung jawab, 

perlu melakukan perubahan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;    

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 

Salatiga Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022;     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan     Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia      Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020    

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992    

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3500); 

SALINAN 

https://jdih.salatiga.go.id/


jdih.salatiga.go.id 

- 2 - 
 

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2022 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 

2021 Nomor 15); 

7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 100 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Salatiga 

Tahun 2021 Nomor 100); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 100  TAHUN 2021 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Salatiga. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 

pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 

kembali. 

11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang 

wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah 

yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan 

perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. 
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13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 

beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya 

manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai 

masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

14. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan 

untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan 

melalui kontrak tahun jamak. 

15. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program 

dan kebijakan. 

16. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari 

Kegiatan dalam 1 (satu) Program. 

17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan 

dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 

18. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah 

Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 

 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula 
sebesar Rp. 918.603.528.410,00 (sembilan ratus delapan belas miliar enam 

ratus tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) 
bertambah/berkurang sebesar Rp.13.313.861.000,00 (tiga belas miliar tiga 
ratus tiga belas juta delapan ratus enam  puluh satu ribu rupiah)  sehingga 

menjadi Rp.931.917.389.410,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar sembilan 
ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus 
sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan daerah 

a. Semula    Rp.879.372.434.000,00 

b. Bertambah/(berkurang)                                  Rp.  13.313.861.000,00 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan     Rp.892.686.295.000,00 

 

2. Belanja daerah 

a. Semula    Rp.918.603.528.410,00 

b. Bertambah/(berkurang)                                  Rp.  13.313.861.000,00 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan            Rp.931.917.389.410,00 

 

3. Pembiayaan daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula             Rp. 40.731.094.410,00 

2) Bertambah/(berkurang)     Rp.                       0,00               

Jumlah penerimaan pembiayaan  

setelah perubahan                                           Rp. 40.731.094.410,00 

 

b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula       Rp.  1.500.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)       Rp.                       0,00 

Jumlah pengeluaran pembiayaan  

setelah perubahan                                             Rp.  1.500.000.000,00 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan          Rp.39.231.094.410,00 

 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan    Rp.                       0,00 
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Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota  ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan Belanja, dan Pembiayaan; dan 

2. Lampiran II  Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan. 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah               

Kota Salatiga. 

 

Ditetapkan di Kota Salatiga 

pada tanggal 8 Februari 2022 

 

WALI KOTA SALATIGA, 

 

ttd 

 

YULIYANTO 

 

Diundangkan di Kota Salatiga 

pada tanggal 8 Februari 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH         

KOTA SALATIGA, 

 

ttd 

 

WURI PUJIASTUTI 

 

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 2 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA, 

 
 
 

 
AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H. 

Pembina Tk.I 

NIP. 19640402 198603 1 022 
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